WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 3¢ TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap
warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan
dasar masyarakat secara minimal yang merupakan urusan
wajib daerah dalam mendukung terwujudnya
kesejahteraan rakyat, dirasa perlu untuk dilaksanakan
pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
Kota Banjarmasin;

bahwa untuk mendorong pelaksanaan penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin,
perlu dibentuk Tim Koordinasi Penerapan Standar
Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin Tahun
2020;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 1820);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomorl5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
68);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar teknis
SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub_Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Kententeraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjamasin Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2020 Nomor 7);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota
Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
untuk mengkoordinasikan kepada seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan penerapan dan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang meliputi :

a.

b.

menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan
Minimal dengan perangkat daerah pengampu Standar
Pelayanan Minimal;

mengkoordinasikan = pendataan, pemutakhiran dan
singkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan
Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal
ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan
memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal
terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk
pembinaan umum dan teknisnya;

mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal
ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan
memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal
terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten/kota;

mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber
pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk
penerapan Standar  Pelayanan Minimal daerah
kabupaten/kota;

mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah
kabupaten/kota;

mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar
Pelayanan Minimal daerah kabupaten/kota;

melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan
Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima
manfaat;

menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten/kota,
termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui
sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
dan



KETIGA

KEEMPAT

k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk
perencanaan tahun berikutnya.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

~AC o

pada tanggal 5 Jonuari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

%_ i

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 3¢ TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

JABATAN JABATAN DALAM TIM TUGAS KET
1. Walikota Mengarahkan, Memberikan masukan dan arahan atas
Penanggung jawab kebijakan pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan
2. Wakil Walikota Minimal Kota Banjarmasin.

Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan
Sekretaris Daerah Ketua kebijakan pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan
Minimal Kota Banjarmasin.

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Wakil Ketua
Pengembangan Daerah

Mengelola pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan
Minimal Kota Banjarmasin.

Menyiapkan teknis pelaksanaan Kegiatan Standar

Kepala Bagian Pemerintahan | Sekretaris Pelayanan Minimal Kota Banjarmasi.




Anggota, terdiri dari:
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Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

Dinas Sosaial

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Inspektorat

Badan Keuangan Daerah

. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Banjarmasin

Perusahaan Daerah Pengelolaan Air
Limbah Kota Banjarmasin

Bagian Hukum

Bagian Organisasi

. Kepala Sub Bagian Pemum dan

Otda
Staf Bagian Pemerintahan

Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Standar
Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin.

WALIKOTA BANJARMASIN,

——

¢ IBNU SINA




